
WALIKOTA BANJARMASIN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 

NOMOR 06 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang : a. bahwa adanya pemisahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin menjadi 2 (dua) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Dinas Pendapatan 
Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Banjarmasin, perlu diatur lebih lanjut mengenai 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2012 mendahului perubahan sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindal( Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

25. Peraturan. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

28. Peraturan. Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2011 Nomor 25); 

30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 10); 

31. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Mekanisme dan Pengaturan. Anggaran Dinas Pendapatan 
Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 1); 

MEMITI'IISKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012. 



Pasal 1 

Perubahan Pertama Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : 

1. PENDAPATAN 
a) Pendapatan Asli Daerah 
b) Dana Perimbangan 
c) Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah 

Rp. 120.841.591.000,00 
Rp. 706.238.778.000,00 

Rp. 253.855.250.000,00 

  

Jumlah Pendapatan 
2. BELANJA : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantuan Sosial 
5) Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Prov 
/Kab/Kota dan 
Pemerintah Desa 

6) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja 
Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Belanja Langsung 

Rp. 1.080.935.619.000,00 

Rp. 545.131.004.000,00 
Rp. 1.500.000.000,00 
Rp. 13.997.189.000,00 
Rp. 13.690.317.000,00 

Rp. 10.874.400.000,00 
Rp. 1.500.000.000,00 

Rp.  586.692.910.000,00 

Rp. 28.218.143.600,00 
Rp.  211.389.395.600,00 
Rp.  248.635.169.800,00 

Rp.  488.242.709.000,00 

Karena terjadi Pergeseran anggaran, 
berubah menjadi : 

Belanja Langsung : 
1) Belanja Pegawai Rp. 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 
3) Belanja Modal Rp.  

maka Belanja Langsung 

28.354.595.100,00 
211.870.919.100,00 
248.017.194.800,00 

Belanja Langsung 

Surplus 

3. PEMBIAYAAN 
a. PenerimaOn 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah perubahan 

Rp. 488.242.709.000,00 

Rp. 6.000.000.000,00 

Rp. 57.500.000.000,00 
Rp. 63.500.000.000,00 

Rp. (6.000.000.000,00) 



r al  

Pasal 2 

Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran. Peraturan ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 2 Februari 2012 

WALIKOTA BANJARMASIN, 
• 

H. MUHIDIN 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 3 Februari 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. ZULFADLI GAZALI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR ...06.. 
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